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ABSTRAK

Artikel penelitian ini menyajikan pemodelan kebijakan dalam risalah kebijakan, dan menentukan
rekomendasi untuk pilihan kebijakan secara politis. Pemodelan dalam kebijakan dapat mengenali
perubahan struktur kebijakan secara eksogen terhadap obyek kebijakan. Pemodelan dalam risalah
kebijakan menginformasikan keputusan kebijakan yang didasari oleh fenomena masalah tertentu
atau keseluruhan, dan kebutuhan untuk mempercepat perubahan mendasar menuju analisis
kebijakan yang lebih dinamis. Meta-theory (the analysis of theory) digunakan untuk meninjau dan
menganalisis pemodelan kebijakan yang terdapat pada risalah kebijakan dari beberapa temuan
literatur yang relevan. Artikel penelitian ini menunjukkan bahwa pemodelan kebijakan mesti
dilakukan dengan isu masalah yang kompleks, memilih model, menentukan pemodelan berdasarkan
input pemodelan, dan objek kebijakan. Pemodelan dipandang sebagai keharusan dalam menghadapi
sistem pengaturan kepentingan pemerintah yang sangat kompleks. Keuntungan dan kerugian dari
implementasi kebijakan mesti diperhatikan, agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan
norma dan sampai kepada tujuan nya. Oleh karena itu risalah kebijakan dapat merangsang
pengajuan kebijakan yang berkualitas, dengan pemodelan kebijakan sebagai alat memberikan
rekomendasi yang tepat terhadap pilihan kebijakan. Disamping itu risalah kebijakan yang di tulis
oleh para peneliti dan akademisi menjadi alternatif informasi primer bagi pembuat kebijakan. Akhir
nya bagi peneliti masa depan, minimal artikel ini dapat menjadi penelitian pendahuluan (preliminary
research) agar dapat menguraikan pemodelan kebijakan dalam konteks empiris.

Kata kunci: Risalah kebijakan, Kebijakan publik, Pembuat pebijakan, Pemerintah

ABSTRACT

This research article presents policy modeling in policy briefs, and determines the recommendation
for political policy option. Modeling in policy can recognize changes in a policy structure
exogenous towards the policy object. Modeling in policy briefs informs policy decisions that are
based on the phenomenon of a particular or overall problem, and the need to accelerate
fundamental changes towards more dynamic policy analysis. Meta-theory (the Analysis of theory)
is used to review and analyze the policy modeling contained in the policy brief of some relevant
literature. This research article describes that policy modeling must be carried out with complex
problem issues, selecting models, determining to a model based on modeling inputs, and policy
objects. Modeling is seen as a necessity in the face of a very complex system of regulating
government interests. The advantages and disadvantages of implementing the policy must be
considered, so that the policy in accordance with the norms for reach its objectives. Therefore policy
briefs can stimulate a quality policy submissions, with policy modeling as a tool providing
appropriate recommendations for policy choices. In addition, the policy briefs are written by
researchers and academics become alternative primary information for policy makers. Finally, for
future researchers, at least this article can be a preliminary research in order to describe policy
modeling in an empirical context.

Keywords: Policy briefs, Public policy, Policymakers, Government
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PENDAHULUAN

Thomas R. Dye (2013:3) memberikan argumentasi bahwa kebijakan publik didefinisikan
...Is whatever governments choose to do or not to do. Bila mengikuti definisi seperti ini maka
terlalu singkat untuk memberikan alasan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah
adalah kebijakan. Lebih luas dari pada itu para akademisi dan praktisi telah meletakkan dasar
untuk memahami maksud dari setiap kebijakan pemerintah ditetapkan. Walaupun tidak ada
suara bulat dapat ditemukan dari beberapa literatur pada definisi yang tepat dari kebijakan
publik (lihat lebih lanjut Hill, 2005; Kay, 2006; Cochran & Malone, 2014; Dunn, 2016).
Kebijakan publik dapat digambarkan sebagai kerangka kerja keseluruhan tindakan pemerintah
untuk mencapai tujuan publik, dan menjadi studi tentang keputusan dan tindakan pemerintah
yang dirancang untuk menangani masalah publik (Cochran & Malone, 2014:23-27; Estrada &
Park, 2018).

Kebijakan dirancang sebagai tanggapan terhadap masalah yang dirasakan, disaring melalui
proses kebijakan khusus (Jagers, Matti, & Nordblom, 2019), diadopsi (Minkman, Buuren, &
Bekkers, 2018), diimplementasikan (Fowler, 2018) melalui undang-undang, langkah-langkah
pengaturan, tindakan pemerintah, dan prioritas pendanaan, dan ditegakkan oleh lembaga
publik. Kebijakan memberikan panduan kepada pemerintah tentang berbagai tindakan dan juga
menyediakan hubungan akuntabilitas timbal balik antara pemerintah dan warga nya. Individu
dan kelompok berupaya membentuk kebijakan publik melalui mobilisasi kelompok
kepentingan, pendidikan advokasi, dan lobi politik (Cochran & Malone, 2014:25-35).
Kebijakan pemerintah menjadi pedoman bagi kegiatan atau program pemerintah yang mesti
dipatuhi oleh instansi pelaksana.

Maka untuk kepentingan politis risalah kebijakan (policy brief) menjadi penting untuk
menganalisis dan mengevaluasi setiap usulan produk kebijakan (Dunn, 2016:403; Jagers,
Matti, & Nordblom, 2019). Selain itu, risalah kebijakan adalah bentuk pengajaran,
pembelajaran, dan penilaian yang inovatif. Keuntungan pedagogis lebih lanjut termasuk
membantu seorang analis kebijakan dalam membangun kemampuan pengembangan sumber
daya, meningkatkan integritas dan kualitas dalam proses menganalisis dan mengevaluasi setiap
“model kebijakan” (Estrada & Yap, 2013; Estrada & Park, 2018; Fuentes, Tessone, & Furtado,
2019). Keepnews (2016) menekankan bahwa risalah kebijakan yang berguna mengacu pada
keahlian dari organisasi atau lembaga yang menerbitkannya umum nya menyajikan bukti yang
relevan. Sebuah dokumen risalah kebijakan akan memberikan penjelasan ringkas dan analisis
isu kebijakan atau masalah, bersama-sama dengan pilihan kebijakan dan rekomendasi.

Seperti misalnya, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
melakukan meluncurkan dokumen risalah kebijakan pada 2017 tentang Definisi, Parameter,
dan Manajemen Data Kemiskinan di Indonesia, salah satu faktor utama masalah nya adalah
karena tata kelola untuk menajemen data yang tidak transparan dan terintegrasi (Hadna &
Kutanegara, 2017). Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2018 membuat
dua dokumen risalah kebijakan berdasarkan hasil penelitian bagi pemerintah tentang belum
optimalnya peningkatan kapasitas tenaga ahli lokal yang sangat dipengaruhi oleh alih
pengetahuan dari Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Tenaga Kerja Lokal (TKL) serta
pengembangan kebijakan teknologi industri. Faktor utama dari kedua risalah kebijakan ini
adalah kelemahan dari sistem implemetasi, dan ketiadaan tindakan yang diperlukan untuk
mengelola proses kebijakan dan relasi inter-organisasional (LIPI, 2018).

Beberapa studi yang pernah dipublikasikan memberikan informasi yang berharga untuk
memahami pemodelan kebijakan untuk risalah kebijakan, Downes & Killeen (2013)
memberikan informasi dari hasil studi nya bahwa risalah kebijakan dapat menyebarluaskan
pelajaran kepada para pembuat kebijakan, dan kesimpulan ditargetkan dari literatur yang
relevan (penelitian mutakhir), memungkinkan penulis risalah kebijakan untuk dapat
mendukung rekomendasi yang ingin dibuat. Hepburn, Pless, & Popp (2018) dalam studi nya
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menemukan bahwa dalam setiap model kebijakan (yang dibuat dalam rekomendasi risalah
kebijakan) harus mempertimbangkan keuntungan dan kemungkinan efek kegagalan. Estrada &
Park (2018) menemukan bahwa pemodelan kebijakan dapat didefinisikan sebagai sebuah
penelitian akademik, yang didukung oleh penggunaan teori dan teknik analisis untuk
mengevaluasi masa lalu (penyebab) dan masa depan (efek) dari kebijakan apapun pada
masyarakat, dimana saja dan kapan saja. Juga kebijakan sebagai instrumen teoritis atau teknis
yang diformulasikan untuk memecahkan masalah tertentu, dan mempengaruhi langsung atau
tidak langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis pemodelan kebijakan yang
terdapat pada risalah kebijakan (policy brief). Walaupun telah banyak penelitian yang menulis
tentang risalah kebijakan yang telah dipublikasikan, pada umum nya risalah kebijakan tersebut
hanya menjelaskan cara menulis, bagaimana konteks nya, perkembangan risalah kebijakan, dan
penggunaan risalah kebijakan pada institusi pemerintah. Namun hanya terbatas untuk
mengidentifikasi pemodelan kebijakan dalam risalah kebijakan. Artikel penelitian ini
diposisikan untuk mengidentifikasi risalah kebijakan dengan mengevaluasi dan menganalisis
model dan pemodelan kebijakan dalam risalah kebijakan pemerintah dari sumber sekunder
yang teridentifikasi. Beberapa penjelasan dapat menjadi bahan untuk menyusun rumusan
masalah artikel penelitian ini. Misalnya model kebijakan yang direkomendasikan dalam risalah
kebijakan pada umum nya mengadopsi model kebijakan yang terus berkembang dari waktu ke
waktu. Selain itu risalah kebijakan yang ditulis oleh para akademisi sering menjadi sumber
rujukan informasi yang penting bagi pembuat kebijakan. Oleh sebab itu pertanyaan penelitian
yang relavan adalah bagaimana pemodelan kebijakan kebijakan dalam risalah kebijakan
pemerintah?

METODE

Penelitian ini menggunakan synthesis of qualitative research (meta-study), Barnett &
Thomas (2009) menjelaskan, meta-study mempunyai tiga komponen analisis yakni meta-data-
analysis (the analysis of findings), meta-method (the analysis of methods), and meta-theory (the
analysis of theory). Lebih spesifik kepada meta-theory (the analysis of theory), fungsi meta-
theory tidak hanya membatasi, dan mempertahankan konsep-konsep teoritis, tetapi juga untuk
melakukan hal yang sama sehubungan dengan metode investigasi, analisis, dan deskriptif teori
itu sendiri (Overton & Miller, 2013:19-25). Meta-theory bisa digunakan untuk
mengidentifikasi kerangka teori yang berhubungan dengan teori-teori sosial, sejarah, budaya
dan politik (Paterson, et.al, 2001:10).

Jadi artikel penelitian ini berfokus untuk menganalisis teori yang berkaitan dengan topik
penelitian. Untuk itu informasi sekunder didapatkan dari berbagai sumber yang relevan seperti
buku, jurnal, karya penelitian, website, dan laporan. Tabel, angka, garis, gambar, juga
digunakan untuk memperkuat realitas argumentasi yang dibangun. Selain dari pada itu untuk
mengembangkan argumentasi yang tepat, beberapa kasus yang pernah dipublikasikan dipilih
secara sengaja dan perlakukan sebagai bukti dalam artikel penelitian ini.

Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, maka langkah-langkah meta-theory dalam
artikel penelitian ini mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Zhao (1991) yaitu, 1). restudying
the same phenomenon that was previously studied (replication, for example) and 2). studying
the results and the processes of the previous studies.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ikhtisar Risalah Kebijakan (Policy Brief)

Kemunculan risalah kebijakan sebagai upaya untuk merespon proses dan output kebijakan
yang tidak bermutu, mencapai tujuan sebagai instrumen negara untuk menyelesaikan masalah-
masalah publik. Kondisi ini berkembang karena ada nya indikasi pragmatisme dalam proses
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perumusan kebijakan, yakni kecenderungan mencari cara instan terhadap permasalahan yang
timbul. Di sisi yang lain para pembuat kebijakan seperti nya kurang menghargai riset kebijakan
yang dihasilkan dari berbagai penelitian sebagai salah satu sumber informasi primer (Utomo,
2017).

Risalah kebijakan merupakan bagian yang semakin penting, dan digunakan untuk advokasi
kebijakan pemerintahan dan organisasi non-pemerintah (Conaway, 2013). Meskipun risalah
kebijakan sangat bervariasi, tema umum tertentu menawarkan panduan yang jelas. Pertama,
agar risalah kebijakan bernilai bagi pembaca, fokusnya harus sempit, apabila berupaya
membahas topik yang luas berisiko kehilangan perhatian bagi para pembaca (pembuat
kebijakan). Kedua, risalah kebijakan seharusnya tidak berusaha memberikan tinjauan
mendalam dari literatur yang relevan karena risalah kebijakan bukan ulasan literatur akademik
(Downes & Killeen, 2013). Risalah kebijakan berisi analisis terhadap isu aktual dan
permasalahan yang dihadapi, serta usulan/rekomendasi yang inovatif untuk mengatasi masalah
yang ada sekaligus untuk mencegah agar permasalahan yang sama tidak muncul di kemudian
hari (Utomo, 2017).

Setidaknya dalam menulis risalah kebijakan berisi:

a. Judul (judul yang dapat menarik pembaca);

b. Ringkasan eksekutif (apa yang didapat oleh para pembaca, bagian ini berfokus memuat
jawaban / APA akar masalah, MENGAPA dinilai sebagai masalah yang penting dan
strategis, BAGAIMANA solusi nya, oleh SIAPA solusi tersebut dilaksanakan);

c. Deskripsi masalah (masalah harus dapat dijelaskan secara spesifik);

d. Rekomendasi kebijakan (merupakan substantif dari risalah kebijakan / kualitas dari
rekomendasi sangat menentukan risalah kebijakan);

e. Kesimpulan;

Apendiks atau lampiran (optional);

Daftar pustaka.

o

Risalah kebijakan di susun secara ringkas, jelas dan bukan ringkasan dari dokumen lain,
berisi rekomendasi kebijakan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dianggap penting atau
strategis. Ringakasan kebijakan dibutuhkan pemerintah untuk menghimpun informasi
berkualitas sebagai basis kebijakan. Banyak institusi pemerintah yang berpengalaman membuat
kebijakan yang berkualitas, untuk itu institusi pemerintah lain juga berkeinginan untuk
meningkatkan kualitas kebijakan mereka. Di sisi yang lain pengambil kebijakan selalu
membutuhkan data dan informasi yang spesifik (ulasan yang singkat; mudah dipahami; ditulis
dalam bahasa non-teknis; dari laporan yg fokus memuat implikasi atau rekomendasi kebijakan).
Walaupun risalah kebijakan lebih cenderung kepada keputusan politis, setidaknya risalah
kebijakan memberikan pilihan kebijakan kepada para pembuat kebijakan untuk
diimplementasikan.

Oleh sebab itu ringkasan kebijakan mesti berbasis bukti, menyatukan bukti penelitian
global (dari tinjauan sistematis) dan bukti lokal untuk menginformasikan musyawarah (dialog
kebijakan) tentang kebijakan. Dimulai dari deskripsi masalah kebijakan, merangkum bukti
terbaik yang tersedia untuk mengklasifikasikan sifat masalah, menjelaskan kemungkinan
dampak dari opsi-opsi utama untuk mengatasi masalah. Mempertimbangkan hambatan
potensial untuk pelaksanaan opsi-opsi utama, dan juga termasuk cara mengatasi hambatan yang
mungkin saja terjadi. Beberapa studi tertulis memberikan keterangan terhadap manfaat risalah
kebijakan, diantaranya, advokasi proses kebijakan (Young & Quinn, 2017); sumber informasi
dari ringkasan obyektif dari penelitian (Smith, 2018); sebagai salah satu strategi bagi
pemerintah untuk memutuskan berbagai kegiatan (Coning et al., 2010). Ringkasan kebijakan
ditulis untuk berbagai pelaku kebijakan, untuk siapa ringkasan kebijakan seharusnya ditulis
tergantung pada tujuan spesifik dan tingkat penerapannya, misal nya, lokal, nasional, regional
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atau swasta. Menemukan aktor kebijakan yang tepat untuk ditargetkan sangat penting
memastikan bahwa ringkasan kebijakan yang di tulis akan di baca (Action, 2018).

Model Kebijakan

Model digunakan untuk membangun asumsi-asumsi yang sifat nya spesifik terkait
seperangkat parameter dan variabel tertentu secara spesifik (Santoso, 2010:13). Membuat
klasifikasi dan pengelompokan disebut dengan modeling (penentuan model). Model secara
umum diartikan sebagai sebuah konsep untuk independen, dari, tetapi paralel dengan realitas
yang dibayangkan (lihat lebih lanjut Hill, 2005). Meskipun beberapa praktisi dan akademisi
membedakan antara policy study dengan policy analysis, namun terdapat persamaan yang dapat
dipahami bahwa kedua kegiatan tersebut sama-sama memberikan pelajaran bagaimana
merancang, dan menulis kebijakan (Smith, 2018:5-10). Dalam definisi Dunn (2016:31-35)
policy study maupun policy analysis diartikan sebagai aktivitas menciptakan pengetahuan
tentang proses pembuatan kebijakan. Lebih lanjut kebijakan publik bukan hanya sekedar
kalimat yang tertera, dan bersifat mengatur, tapi kebijakan publik harus di desain agar dapat
berlaku efektif terhadap objek kebijakan itu sendiri. Dunn (2016:42) memberikan keterangan
bahwa kebijakan publik merupakan proses kegiatan yang bersifat politis. Proses itu
menerangkan serangkaian tahap yang saling bergantung antara agenda setting, policy
formulation, policy adoption, policy implementation, and policy evaluation. Sebelum kebijakan
diberlakukan, pada umum nya kebijakan tersebut akan diberikan peninjauan ulang yang berisi
rekomendasi kebijakan untuk dipilih secara rasional oleh pembuat kebijakan, divisualisasikan
pada gambar 1.

Policy Adoption

Policy Formulatios olicy Implementation

Agenda Setting . Policy Evaluation

Policy Brief

Gambar 1. Proses Kebijakan Publik
Sumber: Dunn (2016), dielaborasi oleh penulis

Gambar 1. memberikan informasi bahwa sebelum kebijakan ditetapkan, dan untuk
menentukan pilihan kebijakan semestinya rekomendasi dari berbagai alternatif kebijakan
dipresentasikan melalui risalah kebijakan. Posisi kebijakan yang digariskan dalam ringkasan
kebijakan kemudian diperluas, dijelaskan dan dirasionalisasikan dalam rekomendasi kebijakan,
dan merupakan sumber utama rincian di mana informasi kunci pada topik masalah dapat di
akses. Hal ini menyebabkan risalah kebijakan menjadi jawaban untuk meningkatkan kualitas
sebuah kebijakan, namun kenyataannya risalah kebijakan yang dibuat oleh institusi pemerintah
tidak menunjukkan kualitas dan model kebijakan yang jelas (Loftis & Mortensen, 2017; Smith,
2018:21; Pennock, 2019:65). Akibat nya terjadi banyak kebijakan tidak merepresentasikan
tujuan utama yang ingin dicapai, dan terkesan bahwa kebijakan hanyalah sebuah aturan yang
harus dipatuhi (Jagers, Matti, & Nordblom, 2019). Pilihan kebijakan kemudian
mengidentifikasikan serangkaian alternatif bagi pembuat kebijakan untuk dipertimbangkan. Ini
adalah inti dari dokumen, di mana alternatif diuraikan dan dievaluasi sambil memberikan bukti
pendukung empiris. Agar rekomendasi kebijakan menjadi koheren, harus diklarifikasi dan
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memberikan rekomendasi baik secara normatif maupun pragmatis. Pilihan kebijakan harus
kredibel, dan ide-ide yang paling jelas, serta menguraikan kekuatan dan kelemahan masing-
masing posisi kebijakan.

Agar kebijakan berkualitas baik beberapa model kebijakan dapat diterapkan sesuai dengan
objek kebijakan itu sendiri, diilustrasikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Model Kebijakan Publik

No Model Kebijakan Keterangan

1.  Process Model Model proses memandang pembuatan kebijakan sebagai serangkaian
kegiatan politik.

2.  Institutional Model Model institusional memusatkan perhatian pada efek lembaga-lembaga
politik dan pemerintahan terhadap kebijakan publik.

3. Rational Model Model rasional menyiratkan bahwa pemerintah harus memilih kebijakan
yang memaksimalkan keuntungan masyarakat dan meminimalkan biaya.

4.  Incremental Model Model incremental melihat kebijakan publik sebagian besar sebagai

kelanjutan dari kegiatan pemerintah masa lalu dengan hanya
memodifikasi atau tambahan kegiatan.

5.  Group Model Teori kelompok memandang kebijakan publik sebagai hasil dari
perjuangan di antara kelompok masyarakat.

6.  Elite Model Model elit memandang kebijakan publik sebagai dampak dari institusi
politik dan pemerintahan terhadap kebijakan publik.

7.  Public Choice Model Teori pilihan publik menggunakan analisis ekonomi
untuk mempelajari kebijakan publik.

8.  Game Theory Model Teori permainan menggambarkan kebijakan sebagai hasil interaksi

antara dua atau lebih peserta yang rasional.

Sumber: Dye (2013:15-30)

Model digunakan untuk menginformasikan pembuatan kebijakan dan menopang
pengeluaran pemerintah dalam jumlah besar. Studi baru-baru ini mengonfirmasi bahwa
penerimaan model dipengaruhi oleh kombinasi karakteristik model, infrastruktur pendukung
dan faktor organisasi (Kolkman et al., 2016). Walaupun penggunaan model dalam kebijakan
telah dikatakan gagal dalam potensi nya (Kolkman et al., 2016), namun beberapa praktisi dan
akademisi terus memberikan saran kriteria untuk mendorong penggunaan model dalam
kebijakan, misal nya model dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keuangan, sosial, politik,
teknologi, dan lingkungan (Estrada & Yap, 2013). Model dapat bergantung pada proses
pembelajaran sosial (Ittersum & Sterk, 2015), kriteria kualitas, traktabilitas (penyelesaian
masalah melalui analisis komputer), efisiensi dan fleksibilitas (Kolkman et al., 2016), dan
metodologi pemodelan (Furtado, Fuentes, & Tessone, 2019; Fuentes, Tessone, & Furtado,
2019). Model dalam kebijakan apapun pasti melekat substansi masalah, proses yang perlu
dilakukan, dan konteks di mana upaya untuk mengatasi persoalan itu berlangsung (Santoso,
2010; Armstrong, 2019).

Pemodelan Kebijakan Dalam Risalah Kebijakan

Pemodelan kebijakan dapat mengembangkan kebijakan publik berkelanjutan yang
memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan, karena pemodelan adalah sebuah
proses, cara atau kegiatan pembuatan model. Pemodelan kebijakan bertujuan mencari cara
efektif untuk analisis dan evaluasi kebijakan yang melahirkan rekomendasi kebijakan yang
dipilih. Pada kasus yang menyangkut kepentingan umum kebijakan sepertinya selalu
berorientasi keuntungan yang dimainkan oleh para politisi atau jabatan politisi (Batley &
Mcloughlin, 2015). Pemodelan kebijakan akan tergantung kepada instrumen kebijakan itu
sendiri, diilustrasikan pada Tabel 2.
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Tabel 2. Instrumen dan Pemodelan Kebijakan

No Instrumen Pemodelan Kebijakan

1. Investasilangsung, fiskal / keuangan, instrumen berbasis pasar Ekonomi
Advokasi implementasi pendidikan; penyediaan informasi, label Informasi dan Pendidikan
kinerja, pelatihan profesional dan kualifikasi

3.  Pembentukan institusi, perencanaan strategis Dukungan Kebijakan
4.  Program penelitian, demontrasi dan publikasi (hasil penelitian) Penelitian dan Pengembangan
5 Difusi, adopsi, penelitian, kreativitas, Inovasi

Sumber: Elaborasi penulis (2019)

Pada artikel penelitian ini diberikan contoh pemodelan kebijakan “inovasi” dalam risalah
kebijakan diilustrasikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pemodelan Kebijakan Inovasi

Isu Kebijakan Model Pemodelan Input Institusi/ Lembaga
(Masalah) Kebijakan Kebijakan Pemodelan Terkait

Pelayanan Teknologi Pemerintah Pusat
Publik, Tata Informasi, /Daerah, Balitbang, N
kelola, Efisiensi Incremental Inovasi Organisasi, Institusi Pendidikan Pilihan
Organisasi, Model Hukum, Tinggi, Sektor  Kebijakan dan
Transparansi, Keuangan, Swasta, .
Kolaborasi, Administrasi Masyarakat. Rekomendasi
Partisipasi, publik, Sumber
Kebijakan yang daya manusia.
buruk.

Sumber: Elaborasi penulis (2019)

Isu kebijakan atau masalah yang teridentifikasi merupakan syarat untuk menemukan
berbagai alternatif solusi. Masalah-masalah tersebut terjadi karena adanya faktor pencetus,
dalam lingkup birokrasi faktor pencetus sering diakibatkan oleh ketidakmampuan organisasi
untuk menjalankan fungsi nya, intervensi politik, spoil system, dan kebijakan yang buruk. Oleh
sebab itu muncul konsep inovasi untuk merespon buruknya kinerja birokrasi. Ideal nya dari sisi
tujuan dalam lingkup birokrasi pemerintah, inovasi dapat menekan masalah korupsi, kolusi dan
nepotisme (Klareskov & Nikolov, 2007:44). Berkontribusi untuk meningkatkan kinerja dan
efektivitas organisasi (Tohidi & Jabbari, 2012). Lingkup pelayanan, inovasi dipercaya akan
meningkatkan kualitas pelayanan lebih efektif dan efisien (Vries, Bekkers, & Tummers, 2015).

Sebagai contoh, untuk menjalankan inovasi diperlukan kebijakan sebagai pedoman
pelaksana agar tujuan awal penerapan inovasi dapat tercapai. Daniels, Ustyuzhantseva, dan Yao
(2017) dengan penyelidikannya di negara BRICS (Brazil, Russia India, China and South
Africa) menemukan, tidak ada kebijakan publik khusus dan dukungan kebijakan
mengakibatkan kesenjangan dan ketidakmampuan untuk mengkonseptualisasikan inovasi
sebagai mekanisme yang lebih luas dalam aktivitas pemerintah, sosial-ekonomi dan
pembangunan, atau kurang nya penghargaan terhadap peran potensial yang dapat dimainkan
inovasi dalam pembangunan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghasilkan
berbagai kebijakan pendukung inovasi dengan menggunakan dynamic system model. Bérard,
Cloutier, dan Cassivi (2016) dalam studi nya menyimpulkan dynamic system model dapat
membangun hubungan kausalitas yang diperlukan dalam proses awal kebijakan, dan juga
mencakup semua entitas hubungan utama kausalitas. Model ini juga sebagai alat mendukung
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setiap keputusan praktis yang memungkinkan untuk menguji efektivitas berbagai skenario
kebijakan. Di sisi lain dynamic system model dapat berfungsi sebagai petunjuk untuk
pengembangan kebijakan. Oleh sebab itu penggunaan dynamic system model akan lebih
mungkin terjadi untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas, dengan memertimbangkan
efek dari kebijakan itu sendiri.

Selain itu adopsi inovasi pada umum nya menggunakan teknologi, peluang inklusivitas
pemerintah dengan pemanfaatan teknologi mendorong mekanisme kerja yang lebih mudah.
Adopsi, asimilasi dapat memertahankan peran pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan
publik. Terlepas dari monopoli pemerintah dalam pelayanan publik, perubahan untuk
melaksanakan berbagai bentuk inovasi dengan teknologi memerlukan dorongan dari berbagai
kebijakan pendukung. Pemanfaatan teknologi akan memaksa institusi untuk menyesuaikan diri,
termasuk penyesuaian kapasitas pengetahuan aparatur birokrasi sebagai pelaksana (Dolfsma &
Seo, 2013). Ketika institusi memutuskan untuk mengadopsi berbagai bentuk teknologi dalam
aktivitas nya, maka prosedur yang panjang dapat diperpendek, dan waktu pelayanan dapat
dipersingkat. Di sisi lain teknologi tidak dapat digerakkan sepenuhnya oleh peralatan teknologi
lain, oleh sebab itu sumber daya manusia masih menduduki peran yang sangat penting.
Aparatur birokrasi akan selalu membutuhkan pengetahuan baru dengan berbagai pelatihan dan
bimbingan teknis operasionalisasi penggunaan teknologi tersebut. Proses tersebut seperti mata
rantai yang kompleks di mana praktik inovasi didorong oleh pemanfaatan teknologi dan cara-
cara yang inovatif. Sedangkan cara inovatif memerlukan pengetahuan yang cukup,
pengetahuan akan memberikan reaksi ketika terjadi stimulus berpikir untuk menemukan
ide/cara yang dianggap baru.

Untuk menuju ke arah pemanfaatan teknologi yang lebih baik diperlukan kolaborasi
dengan berbagai sistem dan kerjasama dengan pihak lain untuk keuntungan bersama. Selain itu
pemerintah juga mendapatkan keuntungan dengan memermudah akses masyarakat untuk
berinteraksi. Meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam proses
menciptakan, memelihara berbagi pengetahuan inovasi. Penggunaan teknologi juga akan
mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan (Shkabatur, 2013; Ingrams,
2017). Secara tradisional, transparansi terkait dengan masalah keterbukaan informasi dari
pemerintah, transparansi juga ditafsirkan sebagai fungsi pengawasan dalam aktivitas
pemerintah. Pemanfaatan teknologi dalam organisasi publik terletak pada nilai rasional dan
manfaat nya. Dapat diadopsi dari sumber eksternal atau ditransfer dari sumber internal dengan
belajar dari pengalaman masa lalu, atau dengan difusi untuk mendapatkan praktik terbaik yang
diadopsi dari tempat berbeda. Lebih lanjut pemanfaatan teknologi saat ini merupakan
kebutuhan yang objektif meningkatkan efisiensi, modifikasi, dan penambahan pemanfaatan
teknologi dengan menyesuaikan kebutuhan institusi. Arti nya ada beberapa pihak yang
diuntungkan, bagi sektor swasta kerjasama dengan pemerintah juga akan menambah
keuntungan dan promosi secara tidak langsung. Oleh sebab itu teknologi dapat dideskripsikan
sebagai salah satu agen perubahan dalam aktivitas pemerintah yang berinteraksi dalam zona
“ekonomi” di bawah infrastruktur lembaga tertentu (pemerintah dan swasta) dan telibat dalam
upaya-upaya difusi, dan komersialisasi (Dolfsma & Seo, 2013; Navarro, 2016).

Ringkasan Eksekutif Kebijakan Inovasi Dalam Risalah Kebijakan

“Sangat penting meningkatan legitimasi pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsi
nya. Bahwa pelayanan publik, tata kelola, efisiensi organisasi, transparansi, kolaborasi,
partisipasi, dan kebijakan yang buruk sering menjadi sebab tugas dan fungsi pemerintah tidak
berjalan sesuai dengan rencana. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas aktivitas
pemerintah dengan menerapkan berbagai adopsi inovasi adalah kurangnya sumber daya
manusia pelaksana, dan kebijakan pendukung. Hal ini memerlukan tindakan pemerintah yang
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komprehensif, memperluas penelitian dan inovasi, dan mendorong pemerintah daerah, serta
mempertahankan kolaborasi sektor swasta, dan partisipasi masyarakat”.

Ringkasan eksekutif di atas memberikan informasi bahwa kebijakan inovasi membutuhkan
pengaturan yang lebih lanjut untuk memberikan pengaruh yang lebih baik dengan keterlibatan
berbagai pihak. Hal ini melibatkan kemampuan pemerintah dari sistem inovasi nasional melalui
dukungan langsung yang dirancang dengan baik dan peran yang lebih besar untuk sektor publik
sebagai mitra inovasi. Ada kebutuhan untuk lebih fokus pada evaluasi instrumen kebijakan
untuk memastikan memenuhi tujuan dan memberikan nilai keuntungan. Organisasi publik
dapat berinovasi untuk meningkatkan legitimasi dengan cara adopsi atau tidak sepenuhnya
mengadopsi inovasi. Dengan demikian, implementasi, penggunaan, dan pengelolaan suatu
inovasi adalah aspek penting untuk organisasi publik (Walker, 2014). Inovasi juga bisa berupa
kegiatan pro aktif (jemput bola), lebih berupaya secara langsung berinteraksi dengan
masyarakat dengan kegiatan aksi nyata dengan cara yang sebelumnya tidak pernah dilakukan
atau pengembangan cara baru dengan mengadopsi dari tempat yang berbeda.

Pemerintah juga mesti selalu mendorong dan memperkuat kapasitas inovasi sektor publik
untuk mempromosikan inovasi. Dalam pembuatan kebijakan, praktik bisnis dan penelitian
akademis, ada banyak minat pada faktor-faktor yang mempromosikan inovasi, terutama
penelitian dan pengembangan (R&D), akuisisi teknologi dan konteks kelembagaan eksternal.
Di sisi yang lain mesti juga memperhatikan peran sumber daya manusia internal, atau
keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan aparatur pelaksana, sebagai sumber penting untuk
inovasi dalam institusi pemerintah. Inovasi dipandang sebagai solusi yang layak untuk
tantangan masalah-masalah pemerintah, ekonomi dan sosial yang memerlukan instrument
kebijakan yang efektif untuk mempromosikannya. Dampak dari setiap instrumen kebijakan
inovasi cenderung tergantung pada kerja dari sistem inovasi yang lebih luas. Sejumlah besar
variabel yang mempengaruhi dampak instrumen kebijakan inovasi berasal dari berbagai
sumber pengetahuan yang terkait seperti interaksi dengan intervensi pembuat kebijakan,
kondisi implementasi, kemampuan lokal dan nasional, struktur ekonomi, badan inovasi daerah
/ nasional, pengembangan pasar keuangan, dan faktor budaya, misalnya sikap terhadap
keterbukaan, interaksi, pengambilan risiko, dan eksperimen (Edler & Fagerberg, 2017).

Dampak kebijakan seperti potensi kreatif lokal dapat dimobilisasi untuk meningkatkan
inovasi dalam aktivitas pemerintah (Trojer, Rydhagen, & Kjellgvistt, 2014). Namun proses
inovasi dalam aktivitas pemerintah tidak dengan mudah dapat direalisasikan karena akan
dihadapkan pada beberapa elemen yang dapat melemahkan proses inovasi itu sendiri. Beberapa
diantaranya seperti kebijakan (Patanakul & Pinto, 2014), inovasi merupakan tugas pemerintah
daerah agar lebih efisien (Bai & Li, 2011). Studi literatur yang dilakukan oleh Cinar, Trott, dan
Simms (2018) menemukan bahwa ada kebutuhan untuk mengenali kegiatan inovasi yang
memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya, juga manajemen dan proses yang tidak efektif
dapat menghambat inovasi. Studi yang lain juga menyarankan beberapa cara praktis untuk
memerkuat inovasi seperti mengelola inovasi sebagai suatu proses, pengelolaan yang baik akan
dimanifestasikan dengan serangkaian fungsi manajemen untuk mengerakkan perencanaan
sampai pada tahap evaluasi. Bereksperimen berarti melakukan simulasi berbagai kegiatan yang
mengarah kepada pilihan inovasi yang tepat (Stewart-Weeks & Kastelle, 2015).

Pentingnya kebijakan inovasi diakui secara luas, hal ini juga sangat terkait dengan
kebijakan nasional lainnya, seperti kebijakan tentang reformasi birokrasi, pemerintah daerah,
pelayanan publik, dan sebagainya. Peran inovasi adalah mengubah hasil penelitian menjadi
layanan dan produk baru (kebijakan, layanan, proses) yang lebih baik agar tetap kompetitif dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan berbagai kegiatan pemerintah dengan
memudahkan segala urusan. Selain itu pemerintah daerah harus merangsang dan memfasilitasi
lebih banyak inisiatif inovasi tingkat lokal, karena sistem inovasi nasional yang kuat harus
terdiri dari “kantong” inovasi di beberapa daerah dengan berbagai program dan inisiatif oleh
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pemerintah daerah yang memanfaatkan ketersediaan sumber inovasi lokal. Inisiatif lokal
cenderung menjadi cara yang lebih berkelanjutan dan dapat diandalkan untuk memberikan
manfaat secara cepat yang diperlukan untuk menghasilkan inovasi yang lebih nyata dan luas
(Damuri, Aswicahyono, & Christian, 2018:123).

KESIMPULAN

Pemodelan kebijakan mesti dilakukan dengan input yang berasal dari berbagai disiplin
ilmu, sektor, dan lembaga dalam kerangka kerja sistem yang kompleks dengan tambahan
berupa pengungkapan dampak kebijakan dalam skala besar secara adaptif. Pemodelan
kebijakan menetapkan penting nya pemodelan sebagai strategi teori, kemudian penelitian.
Pemodelan dipandang sebagai keharusan dalam menghadapi sistem pengaturan kepentingan
pemerintah yang sangat kompleks, informasi yang berlebihan, peningkatan kepraktisan dan
penerapan eksperimen penelitian untuk memberikan rekomendasi kebijakan.

Pemodelan kebijakan dalam risalah kebijakan merupakan informasi primer untuk
menentukan kebijakan secara politis. Keuntungan dan kerugian dari implementasi kebijakan
mesti diperhatikan, agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan norma dan sampai
kepada tujuan nya. Dengan ada nya pemodelan kebijakan yang bervariasi dalam risalah
kebijakan (sesuai dengan fenomena masalah yang teridentifikasi) akan lebih mudah
mengidentifikasi obyek dari kebijakan itu sendiri. Tidak hanya proses dalam menulis risalah
kebijakan yang singkat dan jelas, lebih dari pada itu integrasi metodologi pemodelan kebijakan
sangat bermanfaat untuk memahami, mengevaluasi, dan merumuskan kebijakan. Untuk itu bagi
pemerintah risalah kebijakan harus melayani peran yang berbeda dari peran prediksi dan
optimisasi yang biasa nya dilayani oleh opsi kebijakan. Opsi Kebijakan terkait dan dirancang
untuk mengevaluasi kebijakan yang ada atau potensial untuk mencapai sasaran kebijakan.

REKOMENDASI

1. Risalah kebijakan (policy brief) yang dilakukan oleh seorang analis kebijakan juga terkait
dalam kegiatan menganalisis faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan
hingga menghasilkan alternatif kebijakan dan mengajukan rekomendasi;

2. Pemodelan kebijakan memperkuat kapasitas inovasi dengan pengaturan kebijakan, dan
penerapan berbagai unsur yang terlibat;

3. Bagi peneliti masa depan, minimal artikel ini dapat menjadi penelitian pendahuluan
(preliminary research) agar dapat menguraikan pemodelan kebijakan dalam konteks
empiris.
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